PUTUSAN

Nomor 2147/Pdt.G/2015/PA.Mkd.
PERE 0\ 5™ g [ [P a——"

DEM| KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilam Agama Mumgkidl yang memeriksaa dam mengaudili
perkara-perkara tertentw pada tingkat pertama, dalam persidangan,
Majelis telah rmenjatuhkan putusan dalarm perkara cerai talak antara:

DANANG KURNIAWAN NAJIB bim MUSTAQIM, wmmur 24 tahun,
agama Islam, pekerjaam Karyawan
Hotel, pendidikam SLTA/Sederajat,
tempat tinggal di Dusum Pangkat
RT.007 RW.002 Desa Mangunrejo
Kecazrmatam Tegalrejo KKabupaten
Magelang, sebagai Permohomn ;
LAWAN
LUTFI NURANI binti SANTOSO, unmur 21 tahum agama |slam
pekerjaan Mengurus Rumiah Tangas
pendidikam SLTA/Sederajat, tempat
tinggal di Dusum Bengkal RT.005
RW.001 Desa Bengkal Kecammatan
Kranggam Kabupatem Temanggung,
sebagal Terrmohom;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah menmbaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendenger keterangam Permohom dam memeriksa alat-alat bukti di
persidanggim;

| 3
4

TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbangy bahwaa Pemohom dengam suralt pernmohonanimya
tertanggpl 12 Nopember 2015 yang telahh terdaftar di Kepaniteraan
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Pengadilam Agama Mungkidl Nomor 2147/PdtG/2015/PA.Mkd.
mmengajukain hal-hal sebagail berikut:
1.. Bahwa Permohom melangsuimgkam pernikaham dengen Termohom pada
tangpal 19 Oktother 2014 dihadapam pejabat/pegawai Kantor Urusan
Agarna Kecanatam Kranggan, Kabupatem Temangguing sebagaimana
ternyeta dalanh Kutipan Akta Nikah No. 0310/051/X/2014 tertanggal 19
Oktoler 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kranggan,, Kabupsaten Temmanggung) ;
2._Bahwa setelain akadl nikain Permohom dam Terrmohom hidup bersanma
dirunnaih kediarnaim Permohom di Dusum Pangkat, R.T. 007, RW. 002,
Desa Mangunrejo, Kecanmatam Tegalrejo, Kabujatem Magelang selanma
+ & bulan, kemudiam pada bulam April 2015, Termohom pergi
meninggglkam Permohom dam pulang kerumaih orang tua Terrmohom di
Dusum Bengkal, R.T. 005, RW. 001, Desaa Bengkal, Kecameatan
Krangggn,, Kabupaten Temangguny ;
3.-Bahwa selama dalamh permikaham tersebut antaraa Permohom dan
Ternmmohom sudaim mMelakukam hubumgsm kelamim ( ba'da al dhukul )
nanmum belunm dikarumial keturunam ;
4._.Bahwa sejak awal pernikaham rumeaih tangesm antara Permohom dan
Terrmohom berjalam harmonis selama 2 bulan, namum sejak bulan
Desember 20141 rumah tangga Permohom dengam Termmohom nmulai
goyah, antara Permohom dengan Termmohom sering terjadi pertengkaran
dan percekcokkan sampai dengan sekarang yang disebabkam karena :
=T errmohomn sering pergi meninggalkam rumain Permohom tanpe ijin
Permohomn ;

=T ermmohom sebagai istri tidak dapat menjalankam kewajibanmya
dengam baik, Terrmohom tidak pernain rmemperhatikam Permohon
sebagai suaminya, Termohom lebilh mermmentingkain kepentingannya
sendiri ;

e=Orang tua Termohom selalu Mengatur dam ikut canmpur dalam
urusanm runmah tanggza Permohon dam Ternmohom
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«~ Termehemsebagal istrl tidek menghargai Pemmohon dan tidak patuh
kepada Pemohom sebagai suaminya, Tenmohom lebih menuruti dan
mematuhi semua kata-kata orang tuanya, sehinggm antara
Pemohom dan Termohom selalu terjadi pertengkaram ;

5. Bahwa pumcak pertengieran dam perselisihan antara Pernohomdengan
Termehem terjadi pada bulam April 2015, dimana pada waktw itu
Termehem dijemput pulang clelh orang tua Termohom diam sanpai
sekarang Termohon tidak pemah pulang kerumah Permohoin;

6-Bahwa Pemehen dam Termohon sekarang sudah berpisah selama 7
buam seak bulam April 2015 sampai dengam sekarang, antara
Pemehen dan Termohon sudah tidalk nmelakukam kewajibam sebagai
suami istri dan tidak ada konunikasi ;

7-Bahwa dengan kondisl rumeh tangga tersebut diatas, Pemohom tidak
sangBUP meneruskan kehidumam rumah tanggnya dengan Termohon
karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuam perkawinan yaitu
membentuk keluarga yang bahagiaa dam kekal ataw keluarga yeng
sakinahh mawaddaih dam rahmaln sebagaimana diamanatkam dalam
surat Ar Ruumm ayat 21 jo, pasel 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
jo pasal 3 Kompilasi Hukunm|sianm;

8-Bahwa Pemeherm sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkaraini ;

9-Bahwa berdasarkam hal-hal tersebut di atas, Pemoham mohom agar
Ketua Pengadilan Agamea Mungkid cq Majelis Hakinm penneriksa perkara
berkenan untuk memanggll para pihak, membuka persidangam untuik

. kemudiam memutuskan sebagai berikutt

PRIMAIR :

a. Mengabulkam permolemnan Pernohan ;

b-Menetapkan memberi ijim kepada Pemohom ( DANANG KURNIAWAN

NAJIB Bim MUSTAQIM ) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap

Termohom ( LUTFI NURANI Binti SANTOSO ) di hadapam sidang

Pengadilan Agana Mungkidi ;
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6.- Miemerintahkam kepada Panitera Pengadilam Agama Munghidl untuk
mengirimkam salinam penetapam ikrar talak kepada Kantor Urusan
Agame di tempat tinggel Pemohom dan Termmohom dam kantor Urusan
Agama tempat perkawinam Pemohom dam termmohom untuk dicatat
dalarm register yang tersedia untuk Itw ;

d.- Membebankam biaya yang timbul dalarm perkara ini sesuai dengan
umdEngr umdng ;

SUBSIDAIR ;

Atau apablla Majelis Hakim berpendapat |aim mohom putusan yang seedil-

adilnye;

Menimbang bahwa pada harl persidangam yang telai ditetapkan,
Pemohom telain hadir sendiri dam pada sidang lanjutam diwakili kuasa
hukunmnya, sedang Tenmohon tidak pemah hadir dan tidak pula menywuruh
orang laim untuk hadir sebagai wakil ataw kuasanya, rmeskipum menurut
relaas panggllam nomor 2147/Pdt. G/2015/PA Mkd. tanggzl 3 Nopember
2015 dan tanggal 11 Januari 2016 sertas 0D Februari 2016, Termohon
telah dipanggll secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa
ketidakihadirannnya itu disebabkam oleh suatu alasan yang sah, sehingga
persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirmya Termohoin;

Menimbang bahwa atas permohonam Pemohom tersebut Majelis
Hakim telah berusaha mendamaikan dengam memberi nasehat kepada
Pemohom agay tetaypp mempertahankam keutuham rumain tanggenya
dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam
persidangam yang dinyatakam tertutup untuk umunn,  pemeriksaan

. dilanjutkanm dengan dibaczkam permohonam Pemohon yang isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ;

Menimbang bshwa untuk meneguitkam dalil permohonannye
Pemehon melalui kuasa hukumnya, telalh mengajukam alat bukt surat,
berupe:
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1. Fotokopi Kartw Tanda Penduduk atas nama Permohom NIK :
3308192515@10001. yang telain dimeterai secukupnya dam setelzh
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, |alu diberi tenda P.1 ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nanma Pernohon dan Ternmohon yang
aslinya dikeluarkam olehn Kantor Urusanm Agama Kecamatam Kranggan
Kabugmaten Termanggumgy Normor: 0310/051/X/2014 tanggal 20 Oktolber
2014 yang telah dimeteral sezukupnya dan setelah dicocokkan dengan
aslinya termyata sesuai, lalu diberi tandaP.2;

Menimbang bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Permohon
telah mengajukan alat bukt saksi, masingrmasing !

1. M. Zuindi Mustofa bim Mardi Sutrisno,, unur- 38 tahum agane Islanm
pekerjaan Dagang, bertermpat tinggal di Dusum Pangkat RT.07 RW.02
Desa Mangunmejo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang yang di
bawah sumpahnya nmemberikam keteranggm yang pada inti pokoknya
sebagai berikut:

-  bahwa Saksi menerangkaim sebagai Tetangga Permohom dan
mengenal sertaa mengetahui hulbhungam hukurn antaraa Permohon
dengan Termmohon sebagal suami istri;

— loghwaa Saksi mengetshui setelain menikah, Permmohom dan
Termmohom hidup dan tinggel bersamadi runmah Permohon ;

— lbehwaa Saksi mengetahui semenjak 2 bulam setelain menikah,
rumain tangum antaraa Permohom dengam Terrmohom sering terjadi
perselisihan dan pertengkaram;

— lbehwa Saksi mengetahui setiap habis bertengkar, Terrmohomselalu
pulang ke rumai orangtuanya dam beru kemmbali setelah dijenput
Permohom;

—Ibahwa Saksi menerangkam mengetahui pertengkaram antara
Permohon dengan Termohon karena mendengar langsung |

— Ibahwa Saksl mengetahui lebilh kurang 7 bulam yang lalu, antara
Pemohomdengan Termmohon telah berpisaih termpat: kediannan ;
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= lpahwa Saksi mengetahui yang meningggelkam kediamam bersanme
adalah Termmohoim;

= lpahwa Saksi mengetahui selama berpisain tempat- kediaman,
Permehem pernah berusaha menjemput Termohom namum tidak
berhasil karena Terrmohon tidak maiu ;

— lpahwa Saksi mengetahui Pemohom dengam Termohom pernah
dirukwunkam namumtidak berhasil ;

2. Cahyone bim Suprayitno, umur 46 tahun, agama Islan, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di Dusum Ngerem RT.18 RW.06 Desa
ManeuHTse Kesamatam Tegalrjeo Kabupatem Magelang yang di
bawah sumpahinye memberikan keterangan yang pada inti pokokiniya
sebagai berikut:

— kpghwa Saksi menerangkam sebagai Temam ayahn Pemmohom dan
mengenal serta mengstahui hubungam hukum antaran Pernohon
dengan Termohomsebagai suani istri;

—Ipghwa Saksi mengetahui setelaln menikah, Pemohom dan
Termehemhidup dan tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;

— lpshwa Saks mengetahul kesdaen rumah tangga antara Pennchon
gengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

— lpghwa Saksi menerangkam mengetahui pertengkaram antara
Pemehen dengan Termohon karena pemah mendengger langsung
pada sast seksl main ke rumah orangtua Permohon ;

— lpghwa Saksi mengstahul |ebilh kurang 7 bulam yang lalu, antara
Pemehen dengan Termohomtelah berpisah tempat kediaman ;

— Ipghwa Saksi mengetahul yang meninggeikam kediannam bersama
adalah Terrmmohom;

—Ipshwa Saksi mengstahui selama berpisain tempat: kediaman,
Bsmehom perRah berusaha menjemput Temmohom namum tidak
berhasil karena Termohon tidak mau ;
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Meninmbang bahwa Permohom telain mengajukam kesimpulan secara
lisan yang padainti pokokmye tetap dengan permmohonanimye serta rmohon
putusam;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraiam putusan ini, segala
hal ikhwal yang termuat dalarm berita acara sidang, oleh Majelis Hakin
dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksudl dam tujuam pernmohonam Penmohon
adalah sebagaimena tersebut di ates

Menimbang bahwa Majelis Hakimm telah menguipayakan perdannaian
dengam nmemberi nasehat agar Permohom kembali hidwp rulkum dengan
Termmohon,, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang rmedias
sebagaimmana diatur dalaamm PERMA No. 1 tahum 2008, Majelis
berpendapat bahwa oleln karenaa Termmohom tidak pernain hadir di
persidangan, maka ketentuam mediasi tersebut tidak dapst sepenuhnya
diterapkam dam saanjutnya, Majelis mencukugkam pada upaya damal
yang dilakukan sebagaimana telah dipertinmbangkan di depan

Menimbangy Ibehwaa terlebiin dshulu, Naeiss =kan
mempertimbangkan kesbsaham Surat Kuasa Husus Insidentil yang dibusat
olein Pemohom sertaa kedudukam Penerimaa Kuasaa sebagalmana
pertimbangan berikutini ;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Husus tertanggel 28) anueri 2016
yang) diberikam kepada Penerima Kuasa, telain memenuhi unsur
kehususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak, di
Forurm Pengadilam Agama Mungkidl dengam nmemuat materi telaadn yang
menjadi batas dam isi dari materi kuasa yang diberikam dam dari sebab
Penerima Kuasaa adalain ayaihh kandung Pemohon, meka Majelis
berpendapat, bahwa Surat Kuasa Husus Insidentil dimaksud, dapat
dinyatakam sah dam karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan,
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telah mempunygi kedudulikam dam kapasitas sebagai Suittjek Hukunn yang
berhak melakukam segala tindkam hukunn atas narma Pernohom selaku
Pemberi Kuasa

Menimbang bahwa berdasarkam buktii (P.1) berupa Kartu Tanda
Penduduk, terbukti Pemohom adalain penduduk yang) berdomisili dalam
wilayah yurisdiksi Pengadilam Agama Mungkid dam dari sebalb Termmohon
tidek pemah tradir dam tidak mengajukam eksepsi dalanm bentuk apapun,
meka berdasarkan pasal 66 UU No. 7 tahum 1989, sepanjang mengenal
relatif kompetensi, harus dinyatakam bahwa Pengadilam Agama Mungkid
berwenang untuk nmeneriksanye;

Menimbang bahwa berdasarkam buktii (P.2) berupa Kutipam Akta
Nikah, oleh karena alat bukti tersebut: berupa akta autentik dengeim nilal
kekuatam pembuktiam yang sempumna, meka secara hukum harus
dinyatakam terbukti, bahwa antara Permohom dam Termohom telah terikat
dalamn perkawinam yang sah, menikah pada tanggal 19 Oktolex 2014
nenurut tata cara syariat |slamm yang tercatat di Kantor Urusaim Agama
Kex: Kranggen Kabupatenm Temanggung dam selama perkawinam belum
pemah melakukan perceraian ;

Menimbang bahwa dalarm permohonanmya, Pennohom mendaiilkan
bahwa rumah tanggs Pemohom dengan Terrmohom goyah karena sering
terjadi perselisiham dam pertengkaram dam semenjak bulam Desember
tabum 2014 antaraa Pemohom dengam Termmohom telain berpisain tenmpat

kediiarmain ;

Meninbang bahwa oleh karena permmohonam Permohom didasarkan
pada alasan perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakinm akan
dipertimbangkan fakta-fakta untuk selanjutnya akam diterapkan pasal 19
huruf (f) PP No 9 tahunm 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukunn
islam di Indbonesia sebagaimana terurai di bawah ini;
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MeRirbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis
tslah menemukan fakia yang padainti pckoknya sebagai berikut:

— lpshwa rumah tangeam antara Pemohom dengam Termohom tidak
harmenis dam |ebiln kurang 7 bulam lamanya, antara Permoinam dan
Ternmohon telah berpisah termpat kediannan ;

— kpshwa selama berpisah tempat kediaman, antara Pemohom diengan
Termehem tidak ada lagi kemunikasl karena Termohon tidak mau lagi
dijermput Pernohom;

Meninbang bahwa oleh kerena fakta dimaksudi diperoleh dari
keterangen alat bukii saksl, masing-nmasing M. Zuidi Mustofa bim Mardi
Sutrisne dan Cahyone bin Suprayitno saksi-saksi manadi samping telah
memenutti syarat formil dam materiil kesaksiam juga telaih ternyate
memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dam orang dekait sebagaimena
gikehendaki pasal 22 Peraturam Pemerintain nomor : 9 tahum 1975 dan
da¥i sebab, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu
dengan sakd yang lain, meka Majelis yang memeriksa perkara ini
bsrpendapat bahwa, Saksi-saksl tersebut dapat diterime sebagai alat bukti
dan terdapat fakim hukun yang cukup untuk menyatakan terbukt, bahwa
lsbik kirang 7 bulan |lamany=, antara Pemohon dengan Temmohom telah
berpisah tempat kediaman setelah sebelunmya terjadi perselisiham dan
pertengkaram;

Menirbang bahwa di samping fakta sebagaimana terurai di atas,
Maielisjuga menemukan fakia behwa selama berpisah temmpat: kediaman,
shtars Pemehem dan Termehon tidak |lagi ada komumikasi dam Permohon
telah berusaha menjemput Termohom nanmun Termohom tidak mau, fakta
maha MERUFUL penilaiam Malelis, betul-betul menunjukikan kejadiam yang
sshenarRy? bahwa runiah tangga antar@ Pemohom dengam Termohon
tslah pesah dan retak yang sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan
yRtuk membentuk rumah tangge yang sakinah, mawaddizh wa rahmah
sebagaimanz dikehendaki dalam runusan pasal 3 Kompilasi hukurmsiam
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di Indonesiaajo. Pasal 1 ayat (1) Unding-umdang momor: 1 tahum 1974,
tidak lagi dapat terwujudi |

Menimbang baehwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan
firmam Allgh S:W.T. sebagaimena tercanturm dalarm Al-Qur-am surat Al-

Bagarah ayat 227 yang berbunyy:
e joa i G Sl e 23T
Artinya : Dan jikax nmereka telain ber'azamn (berketetapam hati  untuk
menjatuhian talak), maka sesumgguhmya Allah Maha Mendengar
lagi Maha Menggtahui ;

Menimbang bahwa memperhatikam kesalaam rumai tanggs antara
Penmohom dam Termohom seperti tersebut: diatas, dihutongkam dengan
fakta, im casu Pemohom yang tetap dengam kehendak dam pernmohonan
untuk menjatuhkam ikrar talak terhadap Termmohon, Majelis yang
memeriksa perkaraini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan
memberi kepastiam hukum daripadaa meneruskam perkawinan, bahkan
meneruskam perkawinam dalam kesslaam seperti tersebut di ates
dikhawatirkam akam mendatangkam madiorot yang lebiln besar lbagi
Pemohom ¢l Termmohom, sedangkam kemadliorotam harus dihapuskan,
sesuai dengan qaidah fighiyah:

o Laall qla e alie aulialls o

Artinya: Mencegah kerusakan/kemadiorotan harus didahulukan dari pada
mengembil suatu manfaat;

Menimbang bahwa berdasarkam seluruln uraiam pertimbangsn
sebagaimena tersebut di atas, Maielis dengan pertimbangannya sendiri
berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah
si@si@ dam behkam dapat menimbulkam madiarat bagi para pihak,
karenanym permohonam Pemohom dapat: dinyatakam telaih beralasan
hukum, memenulii maksud dan ketentuam pasal 116 huruf (f) Kompilas)
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Hukum Islaimn di IndbnesiaaJo. Pasal 19 huruf (f) Peraturam Pemerintah
Nomor: @tahun 1975 oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis
jugea menemukam fakta, bahwa faktor penyebaly pertengkaram antara
Pemohom dengam Temmohom adalaln tidak adanya kecocokam antara
Pemohom dengam Termohon, faktor penyebal> mana nmenurut: peniaian
Majelis, betul-betul sangat: prinsipil dam berpengaruh terhadap retaknya
keutuham rumah tangpss antara Permohon dengan Termmohoimn;

Menimbang bahwa Temmohom telain dipanggil secara resmi dan
patut, akam tetapi tidak datang menghadap di persidangam dam tidak
menyurul orang laim sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata, tidak
datangnya Tenmohom disebabkam oleh suatu alasam wang saih dam dari
sebab> telah dipertimbangkam bahwa permmohonam Pemohom beralasan
hukum, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. permmolmonan Permohon
akan diputus dengan verstek ;

Menimbang bahwa selanjutnya, dengam berdasar pada rumusan
pasal 84 UU No. 7 tahum 1989 dan demi terwujudnya tertib pencatatan
perceraian, kepada Paniteraa Pengadilam Agama Mungkid akan
diperintahkam untuk menyampaikan sehelal salinam penetapan ikrar talak
terhadap perkara ini ke PPN KUA Kecamatam Tegairejo Kabupaten
Magelang dan PPN KUA Kecamatam Kranggzm Kabupaten Temanggung) ;

Menimbang bahwa berdasarkam pasal 89 ayat (1) Undengrumdang
No.7 tahum 1989, biaya yang timbul dari perkara ini akam dibebankan
kepada Permohom;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan
hukumn syar'i dam peraturam perundang-undiangam yang beriaku dan
berkaitan dengan perkaraini ;

MENGADILI
1. Menyatakam Termohom yang telah dipanggil secara resmi dam patut
umtuk mmengtadap di persidangen, tidak hadir;
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2.- Mengabulkan permohonam Permohon dengan verstek ;

3.Memberi izim kepadaa Pemohom (Danang Kumiawam Najilb bin
Mustagim) untuk menjatuikan talak satu raj'i terhadap Termohonm (Lutfi
Nurani binti Santoso) di depan sidang Pengadilan Agarma Mumgikidi ;

4. Yemerintahkam kepada Panitera Pengadilam Agama Mungikidl untuk
menyampaikam sehelai salinam penetapam lkrar Talak perkara ini
kepada Pegawai Pencatat Nikaihh Kantor Urusam Agama Kecamatan
Tegalrejo Kabupatem Magelang dam Pegawai Pencatat Nikaihh Kantor
Urusan Agama Kecamatam Kranggen Kabupaten Ternanggung :

5..NMlembebankam kepada Permohom untuk mmembayair- biaya perkara
sebesar Rp. 405.0000- (empat ratus linma ribu rupizh) ;

Demikian putusan ini dijatuhkam peda hari Rabwtanggal 24 Februari
2016 M. bertepatam dengam tanggal 15 J. Awwal 1437 H., berdasarkan
permusyawaratam Majelis Hakirm Pengadilam Agama Mungkid yang terdiri
daxi Drs: H: Arif Ifan, SH., M.Hum sebagai KetuaMajelis, Drs. Supangsat,
MH. dim Dra. Nur Immawati, masingrmmasing sebagai Hakinm Angppta,
putusam mana diucapkam deh Ketua Majelis pada hari itu juge dalam
sidang terbuka untuk umum dengan didampingj aleh para Hakirm Anggada
dan Anas Mutkerok, SH. sebagai Panitera Penggenti dengan dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadimya Ternmohoim

Drs. H. Arif Irfam, SH., M.Humm

Hakim Anggota | Hakirm Anggpta ||
Drs” Supangat, MH. Dra. Nur Inmmawati
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1. Biaya Pendaftaran— = Rp. 30.000,-
2.BiayaP3—== : Rp. 60.000-
3.Biaya Panggjlan—s =: Rp. 314.0@0,-
4.BiayaRedaks ® =:Rp. 5.000-
5.BiayaMeterai : : Rp. 6.000-
Jumiah E—=Rp. 405,000 -
(empat ratus linma ribwirupiah)
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